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MOTTO 

 

 

Terlambat lulus atau lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula 

sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari 

siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baikknya skripsi adalah skripsi 

yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus 

dan percayalahnya alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik. 

Tidak ada yang terlalu cepat ataupun terlambat, semua berjalan sesuai dengan 

ketentuan waktu takdir yang tepat. 

 

(Siti Masita Ali) 
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ABSTRAK 

 

 

Perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang terus menimbulkan 

perdebatan dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya terkait dengan 

keabsahan dan pengakuannya secara yuridis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan didasarkan 

pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, yang secara normatif 

menimbulkan implikasi hukum terhadap kemungkinan dilaksanakannya 

perkawinan beda agama. Dalam praktik peradilan, Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst Tahun 2024 menunjukkan adanya 

konstruksi hukum tertentu yang digunakan hakim dalam menyikapi permohonan 

terkait perkawinan lintas agama. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelarangan 

perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia, mengkaji pertimbangan 

hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst Tahun 2024, serta menilai kesesuaiannya dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perkawinan beda 

agama dalam hukum positif Indonesia masih bersifat tidak eksplisit sehingga 

membuka ruang bagi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut mencerminkan adanya pendekatan hukum 

yang bersifat progresif, namun pada saat yang sama menimbulkan implikasi yuridis 

terhadap asas kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum perkawinan di 

Indonesia. 

 

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Perkawinan, Hukum Positif, 

Putusan Pengadilan, Kepastian Hukum. 
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ABSTRACT 

 

 

Interfaith marriage remains a legal issue that continues to generate debate 

within the Indonesian national legal system, particularly concerning its juridical 

validity and recognition. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan stipulates that the validity of a marriage is determined by the religious 

law and beliefs of the respective parties. Normatively, this provision creates legal 

implications for the possibility of conducting interfaith marriages, as religious laws 

generally require unity of faith as a prerequisite for a valid marriage. In judicial 

practice, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst 

reflects a particular legal construction adopted by judges in addressing petitions 

related to interfaith marriage registration or determination. 

This research aims to analyze the regulation of the prohibition of interfaith 

marriage under Indonesian positive law, to examine the legal reasoning of the 

judges in the aforementioned decision, and to assess its conformity with statutory 

regulations and prevailing legal principles, including the principles of legal 

certainty, justice, and expediency. The research employs a normative juridical 

method using statutory, case, and conceptual approaches. 

The findings indicate that the regulation of interfaith marriage within 

Indonesian positive law remains implicit and open to multiple interpretations. This 

condition creates room for differing judicial interpretations in practice, including 

in granting determinations concerning interfaith marriage petitions. The decision 

of the Central Jakarta District Court demonstrates a relatively progressive legal 

approach in responding to societal needs; however, it simultaneously raises 

juridical implications regarding the principle of legal certainty and the uniform 

application of marriage law in Indonesia. Therefore, clearer regulatory provisions 

are necessary to prevent judicial disparity and to ensure consistent legal protection 

for the parties involved. 

 

Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Law, Positive Law, Court Decision, Legal 

Certainty.
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